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ABSTRAK 

 

Konsep good governance merupakan suatu proses penyelenggaraan 

pemerintahan atau kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa 

pelayanan yang baik. Sehingga dalam proses penyusunan RTRW dimana 

juga termasuk kedalam suatu pelayanan yang di berikan oleh pemerintah 

kepada publik sehingga perlu adanya bentuk good governance 

didalamnya.  Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi 

penerapan prinsip good governance dalam Penyusunan RTRW Kabupaten 

Lombok Barat. Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Lombok Barat 

dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. 

Datanya kemudian akan dianalisis menggunakan analisis triangulasi 

dengan membandingkan dengan kejadian ril di lapangan beserta teori dan 

kebijakan yang berlaku.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ke empat prinsip good 

governance yang diteliti, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, kepastian 

hukum dan akuntabilitas dalam penerapanya telah dijalankan sesuai 

indikator yang telah ditentukan. Dalam prinsip partisipasi transparansi, dan 

aturan hukum memiliki hambatan dalam penerapan prinsip good 

governance baik secara langsung di Pemerintahan atau yang berhubungan 

dengan masyarakat. Prinsip  Akuntabilitas masih belum sepenuhnya untuk 

dikaji lebih dalam mengingat Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat 

belum sepenuhnya selesai dalam proses revisi RTRW Kabupaten Lombok 

Barat.  

 

Kata kunci : Good Governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Konsep good governance merupakan suatu proses penyelenggaraan 

pemerintahan atau kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan 

yang baik. Agar “good governance” dapat diwujukan dan berjalan dengan baik, maka 

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yakni dari pihak pemerintah, 

swasta dan masyarakat itu sendiri. good governance yang efektif harus menuntut 

adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang 

tinggi (Sofyan, M., 2016). 

Good governance pada hakikatnya adalah bagaimana negara secara kolaboratif 

mengelola antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan 

prinsip-prinsip tertentu. Agar terjadi hubungan yang harmonis antara ketiga pelaku, 

maka interaksi diantara ketiganya harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Pemerintah sebagai pelaku good governance memiliki peran memfasilitasi yang 

memungkinkan masyarakat itu sendiri yang harus berperan secara aktif sebagai pelaku 

sosial ekonomi sehingga menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. 

Sektor swasta menciptakan pekerjaan, pendapatan melalui produksi barang dan jasa 

(Lamangida, T, 2018). 

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang yang tertuang dalam Undang-

Undang  No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ini diharapkan dapat 

mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan 

berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan, pengendalian, serta 

perencanaan dari sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Kegiatan dari 

penataan ruang itu sendiri terdiri dari tiga kegiatan yang saling berkaitan yaitu 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

juga merupakan pelayanan publik yang di lakukan oleh pemerintah dengan 

menghasilkan produk rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah 
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(RTRW) yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi 

(RTRWP), dan RTRW Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Pentingnya rencana tata 

ruang dalam suatu pembangunan, maka suatu perencanaan tata ruang harus disusun 

dengan mempertimbangkan dan memperhatikan banyak aspek serta melibatkan dari 

berbagai pihak sehingga perencanaan yang dihasilkan adalah perencanaan yang lebih 

berkualitas dan dapat diimplementasikan secara lebih baik.  

Di tengah maraknya isu dari good governance sebagai landasan dari nilai-nilai 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ternyata saat ini, perencanaan tata ruang 

cenderung masih banyak diwarnai oleh “kepentingan publik terbatas”. Pada awal 

penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat penerapan prinsip good governance 

terkait informasi kepada masyarakat masih kurang mengingat saat itu keberadaan 

sosial media belum secanggih sekarang sedangkan informasi saat itu  (Bappeda, 2021). 

Sehingga pada implementasinya pemanfaatan ruang seringkali menyisakan berbagai 

persoalan dan dampak yang muncul sebagai akibat dari lemahnya perencanaan itu 

sendiri. Terbukti bahwa tingkat penyimpangan dari Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Lombok Barat terbilang cukup tinggi mencapai 23% yang mengakibatkan 

PEMDA Lombok Barat akan melakukan Revisi terkait Perda RTRW Kabupaten 

Lombok Barat tersebut (SUARA NTB, 2020). 

Melihat masalah tersebut, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari 

pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menerapkan prinsip-prinsip dari good 

governance yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang 

vital dalam penyusunan perencanaan tata ruang di Kabupaten Lombok Barat. Pinsip di 

atas merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh 

pemerintah dalam penyusunan RTRW. Dimana kepastian hukum adalah hal mendasar 

yang harus ada dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang daerah 

dimana segala bentuk prosedur harus sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu 

faktor yang juga menjadi bagian yang penting dalam penyusunan RTRW yaitu 

partisipasi masyarakat. Prinsip partisipatif juga menekankan bahwa setiap orang 

memiliki hak untuk ikut dalam merumuskan atau menyampaikan aspirasinya dalam 



 

3 
 

proses penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. Transparansi juga menjadi hal 

yang penting dalam proses perencanaan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lombok 

Barat atau SKPD utama yaitu BAPPEDA Lombok Barat selaku pelaksana kegiatan 

wajib memberi informasi kepada pemangku kepentingan agar merakat dapat 

mengetahui informasi dalam proses penyusunan tersebut. Terakhir adalah prinsip 

akuntabilitas adalah laporan pertanggungjawaban pelaksana terkait apa yang telah 

diupayakan dan dikerjakan oleh pelaksana. Dimana setiap hasil kegiatannya dapat 

dilihat dari indikator yang telah disepakati. 

Melihat dari uraian prinsip serta permasalahan tersebut penelitian ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip good governance dalam 

penyusunan produk RTRW Kabupaten Lombok Barat. Menjadi bahan acuan bagi 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan 

prinsip good governance telah dilakukan dan apa  saja hambatan yang harus diatasi 

dalam penyusunan produk tata ruang dengan menerapkan prinsip good governance 

tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang daerah yang 

nanti akan dijalankan oleh  masyarakat Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti  akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Prinsip Good Governance  Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok 

Barat” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya diatas oleh sebab itu 

dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimanakah penerapan 

prinsip good governance dalam penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip good governance 

dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penlitian ini merupakan suatu batasan peneltian yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini mencakup batasan wilayah dan batasan substansi yang menjadi 

landasan utama pada materi tersebut. Berikut penjabaran dari batasan wilayah dan 

substansi penelitian ini antara lain sebagai berikut 

1.4.1 Batasan Wilayah  

Lokasi penelitian dalam tulisan ini yaitu di Kabupaten Lombok 

Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas faktor dari masih banyaknya 

ditemukan oleh peneliti bahwa Kabupaten Lombok Barat yang dimana 

merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yaitu Kota Mataram yang jelas memiliki banyak persoalan 

yang diakibatkan. Pengaruh Kota Mataram yang berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Lombok Barat harus benar-benar menciptakan suatu 

perencanan daerah yang berkualitas dengan banyak melibatkan berbagai 

pihak untuk ikut berperan aktif di karenakan kebutuhan dari pusat ibukota 

yang memiliki luas wilayah yang kecil memebutuhkan kawasan sekitar 

sebagai kawasan penyangga kebutuhannya yang mengakibatkan terjadinya 

alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat. Terbukti 2-3 tahun ini terjadi 

alih fungsi lahan seluas 200 hektar (SUARA NTB, 2020). Kabupaten 

Lombok Barat sendiri juga memiliki wilayah yang secara administrasi 

dipecah langsung dengan administrasi Kota Mataram yang dimana setiap 

wilayah di Kabuapten Lombok Barat memliki potensi serta kebutuhan yang 

berbeda-beda dari masing-masing kawasan, dipengaruhi pula dengan luas 

wilayah Kabupaten Lombok Barat yang luas dan memilliki potensi alam 

yang sangat indah oleh sebab itu pentingnya suatu Perencanaan Tata Ruang 

Daerah harus dibuat semaksimal mungkin dan berkualitas untuk 

menciptakan Kabupaten Lombok Barat yang lebih berkualitas sehingga 

menjamin kenyamanan serta keberlangsungan hidup di Kabupaten Lombok 

Barat tersebut.  
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1.4.2 Batasan Substansi  

Batasan Substansi Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  dengan menggunakan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dan saat 

ini munculnya Undang-Undang Cipta Karya yang juga membahas Tentang 

Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataaan ruang harus berasaskan: 

keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, 

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan 

kemitraan,  pelindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan 

dan akuntabilitas. Proses dalam penyusunan dokumen RTRW kabupaten 

ini telah mengadopsi partisipasi masyarakat dan menganut asas 

keterbukaan kepada publik. Serta prinsip good governance antara lain: 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan aturan hukum. Dengan 

melandaskan asas good governance yaitu pemerintah, masyarakat dan 

swasta. 
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian 

Sumber :  RTRW Prov. Nusa Tenggara Barat 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

A. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk 

menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian 

sejenis di masa yang akan datang. 

B. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian terutama 

dalam hal kajian good governance yang berhubungan dengan Perencanaan 

Tata Ruang Daerah. 

2. Manfaat Praktis 

A. Pada Bidang Ilmu PWK 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta 

refernsi secara lebih mendalam hubungan good governance terhadap 

Perencanaan Tata Ruang Daerah  Kabupaten Lombok Barat, sehingga 

memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada teman-

teman mahasiswa Program Studi PWK tentang suatu perubahan yang akan 

dialami oleh Wilayah di Kabupaten Lombok Barat. 

B. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata bagi pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat dan menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji lagi 

bagi pemerintah dalam proses penyusunan RTRW atau Dokumen 

Perencanaan lainnya dengan berlandaskan prinsip good governance yang ada 

di Kabupaten Lombok Barat supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya 

C. Bagi Masyarakat Umum 

Dari hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sedikit 

pemahaman terutama kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat agar 

lebih peka terhadap tata ruang serta masalah-masalah atau isu-isu yang 

muncul di masyarakat, sehingga masyarakat juga diharapkan dapat 

berkontribusi lebih aktif lagi dalam mewujudkan good governance yang 

nanti efeknya akan kembali ke masyarakat itu sendiri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori  

2.1.1 Pengertian Good Governance 

Istilah good governance kini semakin sering dipakai sebagai ukuran bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dengan sejumlah indikator untuk mengukur 

keberhasilannya. Ada beberapa terjemahan yang diberikan oleh para teoritis 

maupun praktisi terhadap peristilahan good governance ini, diantaranya adalah 

penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata  pemerintahan yang baik, 

pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, kepemerintahan 

yang baik atau penyelenggaraan  yang baik dan ada juga yang mengartikan 

secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Bintoro Tjokroaminoto, 2000). 

Istilah dari government dan istilah dari governance memiliki pengertian 

yang berbeda. Istilah government  mengandung  pengertian  sebagai  pengarahan  

dan  administrasi  yang berwenang  atas kegiatan orang-orang dalam sebuah  

negara, negara bagian,  kota dan sebagainya Sedangkan istilah governance 

mengandung pengertian tindakan, fakta pola dan kegiatan atau penyelenggaraan 

pemerintahan. Governance lebih menggambarkan pada pola hubungan yang 

sebaik-baiknya antar elemen yang ada (Sedarmayanti, 2004). 

Menurut Bank Dunia good governance adalah pelayanan publik yang 

efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik 

(Rustini Wiriaatmadja, 2004). Adapun Koeshandajani, mendefinisikan good 

governance sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai 

dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah 

publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan 

keseharian (Koeshandajani, 2001). 
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Sementara itu menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) good 

governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 

bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” 

intraksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan 

masyarakat (LAN-BPKP, 2000). 

2.1.2 Pilar-Pilar Good Governance 

Institusi dari good governance meliputi tiga pilar antara lain negara atau 

pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, yang saling 

berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah 

berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif serta 

berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangunan lingkungan 

yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan yang baik pada level lokal, 

nasional maupun internasional. Sektor Swasta menciptakan pekerjaan dan 

pendapatan. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan 

pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan 

produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, 

pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat 

memiliki peran positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk 

untuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas 

ekonomi, sosial dan politik. 

Good Governance hanya bermakna lembaga yang melibatkan 

kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 

Negara 

1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil 

2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan 

3. Menyediakan pelayanan publik yang efektif 

4. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) 

5. Melindungi lingkungan hidup 
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6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. 

Sektor Swasta 

1. Menjalankan industri 

2. Menciptakan lapangan kerja 

3. Menyediakan insentif bagi karyawan 

4. Meningkatkan standar hidup masyarakat 

5. Memelihara lingkungan hidup 

6. Menaati peraturan 

7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat 

8. Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). 

Masyarakat 

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi 

2. Memengaruhi kebijakan publik 

3. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah 

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

5. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat (Sedarmayanti, 2004). 

2.1.3 Prinsip Good Governance 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan lima (4) aspek 

fundamental dalam perwujudan good governance yang berhubungan atau sesuai 

dengan pedoman penyususnan dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah antara 

lain sebagai berikut; 

1. Partisipasi (participation) 

Perlu juga dikemukakan bahwa bentuk peran masyarakat 

sebagai pelaksana pemanfaatan ruang sebagai mana dimaksud oleh 

Pasal 65 ayat (2) butir b di atas, baik  orang  perseorangan  maupun  

korporasi,  antara  lain  mencakup  kegiatan pemanfaatan ruang 

yang sesuai dengan rencana tata ruang. Bahkan Pemerintah dalam 
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melakukan pembinaan penataan ruang juga turut melibatkan 

masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat juga terlihat 

dalam pengawasan penataan ruang.  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014 

tentang Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses 

Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Peran dan keikutsertaan 

masyarakat dalam partisipasinya dalam penyusunan Peraturan Tata 

Ruang Daerah. Dengan demikian kita sadari bersama bahwa tujuan 

utama dalam penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan adalah 

demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam 

pelaksanaan pembanggunan berkelanjutan, penyaluran aspirasi 

masyarakat dengan segenap stakeholder harus jelas bagaimana 

bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi 

masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja penataan 

ruang (Napitupulu, 2016). 

Melihat arti penting partisipasi dalam penyusunan RTRW dan 

mengingat bahwa masyarakat berhak berperan serta dan pemerintah 

wajib memungkinkan pelaksanaan hak tersebut, untuk itu pertama- 

tama masyarakat perlu mengetahui bahwa proses perencanaan tata 

ruang akan dimulai, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri 

untuk berpartisipasi. Hal ini dilaksanakan melalui pengumuman 

dengan cara melalui siaran radio dan televisi, surat edaran ataupun 

utusan dan melalui forum pertemuan. Hasil pelaksanaan kegiatan 

persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang dilakukan 

pemerintah juga dipublikasikan melalui media komunikasi, yang 

paling sedikit memuat : gambaran umum wilayah perencanaan; 

kesesuaian produk rencana tata ruang daerah sebelumnya dengan 

kondisi dan kebijakan saat ini; hasil kajian awal berupa   kebijakan   

terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan 

awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan 

wilayah perencanaan; metodologi  pendekatan   pelaksanaan   
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pekerjaan yang akan digunakan; dan rencana   kerja pelaksanaan 

penyusunan rencana tata ruang daerah. Masyarakat dapat   

memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan 

persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang telah 

dipublikasikan Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang 

membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) 

hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya hasil pelaksanaan 

kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah, yang 

penyampaiannya dilakukan melalui media komunikasi atau dialog 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 

Tahun 2014 pada Bagian Kedua Pasal 7 dan Pasal 8 (Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2014) . 

Pelibatan peran masyarakat dan stakeholder di tingkat 

kabupaten dalam hal  penyusunan RTRW kabupaten yaitu pada 

tahap persiapan (pemerintah melibatkan masyarakat secara pasif 

dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang), pada tahap 

pengumpulan data dan informasi (masyarakat berperan lebih aktif 

dalam bentuk: pemberian data & informasi kewilayahan yang 

diketahui/dimiliki datanya, serta pendataan untuk kepentingan 

penatan ruang yang diperlukan, pemberian masukan, aspirasi, dan 

opini awal usulan rencana penataan ruang, identifikasi terkait potensi 

dan masalah penataan ruang), dan tahap perumusan konsepsi RTRW 

kabupaten (masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat komunikasi 

dua arah) (Menteri pekerjaan umum republik, 2009). 

2. Aturan Hukum (Rule of Law) 

Menurut Pasal 2 butir h UU Penataan Ruang, prinsip kepastian 

hukum atau keadilan  merupakan  salah  satu  asas  dalam  

penyelenggaraan  penataan  ruang. Menurut penjelasan Pasal 2 butir h 

yang dimaksud dengan “kepastian hukum atau keadilan” adalah adalah 

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan 

hukum/ketentuan  peraturan perundang-undangan dan  bahwa 
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penataan  ruang dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  rasa  

keadilan  masyarakat  serta melindungi hak dan kewajiban semua 

pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.  

Peran serta masyarkat dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

penataan ruang ini diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi 

tentang Hak dan Kewajiban serta Peran Masyarakat di dalamnya. 

Dalam penataan ruang, setiap masyarakat berhak untuk: 

1. mengetahui rencana tata ruang;  

2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan 

ruang; 

3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugianyang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

rencana tata ruang; 

4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 

wilayahnya; 

5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

kepada pejabat berwenang; dan  

6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah 

dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian..  

Adapun kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang, 

adalah sebagai berikut:  

1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

dari pejabat yang berwenang; 

3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum  
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(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang). 

Indikator penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat adalah 

proses dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. 

Proses penyusunan RTRW kabupaten terdiri dari beberapa tahap, 

yaitu :  

(1) Tahap Persiapan;  

(2) Pengumpulan Data dan Informasi;  

(3) Pengolahan dan Analisis Data;  

(4) Perumusan Konsep RTRW Kabupaten;  

(5) Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kabupaten. 

Sedangkan Prosedur penyusunan RTRW kabupaten meliputi:  

a. Pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten yang 

beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kabupaten, 

khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan 

Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang bersangkutan;  

b. Pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten;  

c. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam 

penyusunan RTRW kabupaten;  

d. Pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten oleh 

pemangku kepentingan di tingkat kabupaten 

(Menteri pekerjaan umum republik, 2009).  

Tahap yang dilalui dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten 

Lombok Barat telah sesuai apa tidak dengan pedoman penyusunan 



 

15 
 

RTRW kabupaten, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, 

tahap analisis data, tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten, dan 

pembahasan raperda. Apakah dalam tahap persiapan ada kegiatan 

pemberitaan kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui 

pihak swasta ikut berperan dalam perihal akan dilakukannya 

penyusunan rencana tata ruang. Dimana peran pemerintah melakukan 

pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui berbagai media cetak 

maupun elektronik yang mudah dijangkau masyarakat dengan tujuan 

agar seluruh elemen masyarakat dan swasta tahu tentang penyusunan 

RTRW dan agar masyarakat juga swasta boleh berpartisipasi secara 

aktif.  

Indikator dari penegakan hukum ini ialah adanya kerangka 

hukum yang mengatur proses penyusunan rencana, proses harus 

sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam kerangka hukum 

tersebut, adanya  legalisasi/status hukum rencana tata ruang 

(Napitupulu, 2016). 

3. Transparansi (Transparancy) 

Menurut  Pasal  2  butir  e  UU  Penataan  Ruang,  prinsip  

transparansi  atau keterbukaan merupakan salah satu asas dalam 

penyelenggaraan penataan ruang. Dalam Pasal 2 yang dimaksud 

dengan “keterbukaan” itu adalah bahwa penataan ruang itu sendiri 

diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya 

kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan tentang penataan ruang. Bahkan menurut Pasal 13 ayat (2) 

dalam melakukan pembinaan penataan ruang  pemerintah  

melakukannya  melalui  penyebarluasan  informasi  penataan ruang 

kepada masyarakat 

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 

Seluruh proses dari pemerintahan, lembaga, dan informasi perlu serta 
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harus dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan, dan 

informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dimengerti 

dan dipantau. Dengan kata lain, transparansi dapat diartikan dengan 

harus tersedianya informasi yang memadai (akses/ kesempatan 

stakeholder untuk mengetahui rencana tata ruang kabupaten yang 

disusun, Tersedia informasi yang jelas (fakta, analisis, dan rencana) 

tentang rencana tata ruang kabupaten yang disusun )kepada 

masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. 

Prinsip transparansi di Kabupaten Lombok Barat apakah 

sudah dilaksanakan, baik kepada masyarakat dan swasta maupun 

kepada pemerintah daerah di sekitar Kabupaten Lombok Barat. 

Transparansi kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan 

penjaringan aspirasi masyarakat dan konsultasi publik. Penjaringan 

aspirasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang RTRW 

dan sekaligus menampung masukan data dan informasi dari 

masyarakat, sedangkan konsultasi publik dilakukan untuk 

memaparkan rancangan RTRW kabupaten dan sekaligus sebagai 

forum/wadah untuk penyampaian masukan/saran apabila ada hal-hal 

yang tidak sesuai. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan di 

kecamatan-kecamatan dengan mengundang masyarakat kecamatan. 

Penjaringan aspirasi yang dilakukan pemerintah kabupaten 

dilaksanakan dengan sistem regional yaitu beberapa kecamatan yang 

berdekatan dan/atau memiliki ciri spasial yang mirip (misalnya 

berada pada kawasan rawan bencana longsor atau berada pada 

kawasan pesisir) penjaringan aspirasinya digabungkan. Penjaringan 

aspirasi dilakukan 3 (tiga) kali, dengan kehadiran masih didominasi 

kepala desa dan pegawai kantor kecamatan. Sedangkan konsultasi 

publik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di kantor pemerintah 

kabupaten, dengan mengundang seluruh SKPD di pemerintah 

kabupaten Lombok Barat, masyarakat (melalui pemerintah 

kecamatan), pihak swasta yang ada di Kabupaten Lombok Barat. 



 

17 
 

Berdasarkan Permen PU No. 16 Tahun 2009 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 

yaitu pada tahap persiapan pemerintah melakukan pemberitaan 

mengenai informasi penataan ruang melalui brosur, leaflet, flyers, 

surat edaran, buletin, jurnal, dan buku, kegiatan pameran, 

pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard, 

kegiatan, multimedia (video, VCD, dan DVD), website, ruang pamer 

atau pusat informasi, dan/atau pertemuan terbuka dengan 

masyarakat/kelompok masyarakat. 

Indikator yang digunakan: adanya pemberitaan mengenai 

informasi terkait penataan ruang, Adanya komunikasi diantara para 

aktor, adanya keterbukaan informasi dalam proses penyusunan 

RTRW, pengetahuan aktor terhadap RTRW, frekuensi 

pengumuman selama proses penyusunan RTRW, adanya sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh PEMKAB untuk menginformasikan 

fakta, analisis, dan rencana; (Napitupulu, 2016). 

4. Akuntabilitas (Accountability) 

Dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang, prinsip dari akuntabilitas 

merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan dalam penataan 

ruang. Dimana yang di jelaskan dalam  Pasal 2 yang dimaksud 

dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan 

ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik itu prosesnya, 

pembiayaannya, ataupun hasilnya. 

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi 

pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk 

membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan 

nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat Dalam 

penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai, prinsip 

akuntabiitas telah diterapkan, yaitu dengan mengumpulkan data yang 

benar (data yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) 
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minimal 5 tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat 

kelurahan/desa, dengan harapan dapat memberikan gambaran 

perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten),

 sehinggadapat  di pertanggung jawabkan di kemudian hari. 

Rendahnya akuntabilitas dari pemerintah dalam upaya dalam 

penyelenggaraan penataan ruang yang terlihat dari adanya 

pelanggaran tata ruang di lapangan. jadi pemerintah harus memilik 

akuntabilitas yang penuh terkait dalam penyusunan RTRW ini. 

Di dalam doktrin dikemukakan bahwa seseorang akan menjadi 

bertanggung jawab terhadap suatu sanksi yang akan dijatuhkan 

apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan  yang berlaku. 

Suhubungan  dengan itu maka, menurut Pasal 55 ayat (2) UU 

Penataan Ruang guna menjaga penyelenggaraan tata ruang tetap 

berjalan pada treknya maka dilakukan tindakan pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan yang merupakan fungsi dari pemerintah dan swasta dari 

prinsip akuntabilitas ini. Bila suatu saat ditemukan penyimpangan 

terhadap peraturan yang telah digariskan maka akan dikenakan sanksi 

baik administratif, perdata maupun  sanksi pidana.  

Peran serta masyaraka dan swasta dalam pengaturan penataan 

ruang digunakan pendekatan yang demokratis, kesetaraan gender, 

dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan 

dari“community driven planning” yang menjadikan masyarakat itu 

sendiri sebagai penentu dan aspek dari pemerintah sebagai 

fasilitatornya. Sejalan dengan proses dari penataan ruang yang 

interaktif, maka keterlibatan dari masyarakat ada pada setiap proses 

tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap perkembangan di 

didalam masyarakat itu sendiri. 

Indikator sebagai berikut: ada/tidaknya sistem informasi basis 

data, jenis dan tingkat validitas data, tingkat kelengkapan dan 

kedalaman peta, adanya pertanggungjawaban kepada publik, 

terstruktur atau tidaknya penyampaian dalam rencana tata ruang, 
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RTRW dapat diimplementasikan (Napitupulu, 2016). 

Dalam rangka mendukung peningkatan prinsip good governance prinsip 

yang berkaitan erat dengan topik penelitian yaitu transparansi, partisipasi, 

daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum dalam perencanaan tata ruang 

di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diketahui apakah prinsip good 

governance tersebut berpengaruh secara serentak (simultan) dan secara parsial 

(masing masing prinsip) terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Lombok 

Barat. Sedangkan indikator dalam penyusunan rencana tata ruang adalah 

proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang. 

2.1.4 Asas-Asas Good Governance 

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6 

menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah 

azas yang menjunjung tinggi dari norma kesusilaan, kepatutan, dan norma 

hukum, untuk menjadikan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Asas kepastian hukum, yaitu salah satu asas yang mengutamakan 

peraturan perundang- undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan 

keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan 

penyelenggaraan negara 

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahului kesejahteraan 

umum dengan yang aspiratif, akomodasi dan selektif 

4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan 

rahasia negara 



 

20 
 

5. Asas proposional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggara negara 

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku 

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan 

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2.1.5 Definisi Perencanaan, Ruang dan Tata Ruang 

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang 

darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

dalam suatu wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan dalam hidupnya. 

Sementara D.A.Tisnaamidjaja memaknai makna ruang itu adalah sebagai 

wujud fisik dalam dimensi geografis dan geometris yang juga merupakan wadah 

bagi setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan kehidupannya dalam 

suatu kualitas hidup yang dapat dikatakan layak. 

Tata ruang adalah suatu wujud dari struktur ruang dan pola ruang. 

Struktur ruang merupakan susunan dari pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan dari baik itu sarana maupun prasarana yang nantinya berfungsi sebagai 

pendukung dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan secara fungsional. Sedangkan Pola ruang adalah distribusi 

peruntukan ruang dalam suatu wilayah diantaranya peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, 2007) 

.Sementara perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu tujuan dan 

memilih langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. 
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2.1.6 Peran dan Fungsi Perencanaan Tata Ruang 

Ragam peran dari perencanaan tata ruang, yaitu  

(i) menghasilkan kondisi serta pencapaian kualitas kehidupan dan 

penghidupan yang lebih baik;  

(ii) memenuhi tujuan yang efisiensi dan demokrasi melalui 

partisipasi masyarakat;  

(iii) memenuhi tantangan pembangunan yang berkelanjutan. 

Peran dari perencanaan tata ruang dalam pembangunan telah dikenali 

sudah sejak lama, dan dituangkan dalam berbagai dokumen. 

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai produk perencanaan tata ruang 

mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:  

a. acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);  

b.  acuan dalam pemanfaatan/ pengembangan suatu wilayah; 

c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan 

wilayah;  

d. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan antara 

pemerintah, masyarakat dan swasta;  

e. pedoman penyusunan rencana rinci dalam tata ruang wilayah;  

f. dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi 

penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

disinsentif, pengenaan sanksi;  

g. dan acuan dalam administrasi pertanahan. 
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2.1.7 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Tata Ruang 

2.1.7.1 Tujuan Perencanaan Tata Ruang 

Secara umum, tujuan dari perencanaan tata ruang adalah (i) 

menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah berdasar kondisi saat 

ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat tersebut; (ii) 

menerjemahkan visi menjadi kebijakan, prioritas, program dan alokasi 

lahan dengan memanfaatkan sumberdaya sektor publik untuk 

mewujudkannya; (iii) menciptakan kerangka kerja investasi swasta yang 

dapat meningkatkan perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial 

dari suatu daerah. 

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2007 adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara 

dan Ketahanan Nasional dengan (i) terwujudnya suatu keharmonisan 

antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya 

keterpaduan didalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya 

buatan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam sumber daya manusia; 

dan (iii) terwujudnya pelindungan antar fungsi ruang dan pencegahan 

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

Lebih rinci, tujuan perencanaan tata ruang wilayah provinsi 

adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mengakomodasikan 

keterkaitan antar kawsan/kabupaten/kota untuk mewujudkan 

perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan. 

2.1.7.2 Sasaran Perencanaan Tata Ruang 

Sasaran utama dalam perencanaan tata ruang adalah memastikan 

pemanfaatan sumberdaya lahan direncanakan dan yang 

diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan 

masa depan. Secara implisit, pemanfaatan sumberdaya lahan ini 
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berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Sasaran 

perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten adalah 

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang 

dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat 

2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan 

budidaya 

3. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat 

permukiman perkotaan dan perdesaan 

4. Tersusunnya arahan pengembangan system prasarana wilayah 

Kabupaten 

5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor 

pembangunan. 
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2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

TEKNIK 

ANALISIS 

VARIABEL HASIL 

PENELITIAN 

PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Lati Praja 

Delmana 

Pengaruh Penerapan 

Good Governance 

Dalam E-Purcashing 

Untuk Mencegah 

Korupsi   

Analisis 

Konten 

partisipasi,  

transparansi, 

daya tanggap,  

efektivitas,  

efisiensi,  

kesetaraan, 

 tujuan strategis,  

akuntabilitas, dan 

 nilai-nilai budaya lokal. 

 

Bahwa pelaksanaan 

prinsip good 
governance perlu 

dilakukan inovasi 

dengan 

Menambahkan peran 

masyarakat 

Internasional terhadap 

budaya lokal yang 

Akan mempengaruhi 

transaksi pengadaan 

Barang dan jasa lokal.  

 Menggunakan 

prinsip good 

governance  

 

 Mengkaji tentang 

TIPIKOR 

 Metode analisis  

 Variabel yang 

digunak berbeda 

 Priode pengamatan 

2 Trisusanti 

Lamangida 

Studi Implementasi 
Good Governance 

Pemerintahan 

Daerah Kabupaten 

Bone Bolango  

 

Triangulasi 

data 

participation, 

transparancy 

responsiveness, 

accountability 

Masih terdapat 
kelemahan dalam 

implementasi good 

governance yakni 

prinsip transparansi 

kelemahan informasi 

manajemen 

transparansi 

pemerintahan 

belum berkembang 

 Menggunakan 
prinsip good 

governance 

 Variabel yang di 

gunakan 

 Jenis penelitian 

Kualitatif 

 Mengkaji tentang 

Pemerintah daerah 

 Metode analisis  

 Variabel yang 

digunak berbeda 

 Priode pengamatan 
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dengan baik.   

3 Ahmad Izudin Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap Pelayanan 

Publik Dalam 

Mewujudkan Good 

Governance Di 

Kecamatan  

Umbulharjo Kota 

Yogyakarta 

Aanalisis 

Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat 

(U1), prosedur  

(U2), waktupelayanan  

(U3), biaya/tariff 

(U4), produk spesifikasi 

jenis pelayanan  

(U5),kompetensi 

pelaksan (U6), perilaku 

Pelaksana 

(U7), 

maklumatpelayanan 

 (U8),serta penanganan 

pengaduan,  

(U9) saran dan masukan  

Tingkat kepuasan 

masyarakat 

terhadap pelayanan 

publik di Kantor 

Kecamatan 

Umbullharjo sudah 

tergolong 

Xbaik. Hal ini 

mengindikasikan 

bahwa 

masyarakat puas 

dengan kinerja yang 

sudah dijalankan oleh 

pemerintah. 

 Membahas good 

governance  

 Jenis penelitian  

 

 

 Yang dikaji tentang 

pelayanan public 

 Variabel yang 

digunakan  

4 CUI-ITB Keterkaitan 

Akuntabilitas dan 

Transparansi dalam 

Pencapaian Good 

Governance  

Triangulasi  Transparansi 

 Akuntabilitas 

Transparansi 

Akuntabilitas dua 

prinsip yang saling 

berhubungan tanpa 

akuntabilitas 

transparansi tidak 

menjadi apa-apa 

dengan transpasransi 

keterbukaan ke 
masyrakat akan 

terbuka dan akan di 

awasi oleh 

masyarakat 

 Metode analisis 

 Variabel  

 

 

 Pembahasan 

yang berbeda 

karena ke 

pelayan umun 

 

5 Bambang Utoyo 

S 

Analisis Kebijakan 

Prinsip Governance 

Regresi   Partisipasi masyarakat 

merupakan prioritas 
 Menggunakan 

prinsip good 

 Metode analisis 
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dan Aktor Melalui  

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) 

dalam  Perencanaan 

Kota 

 Responsibilitas 

 Transparansi 

 Akuntabilitas 

atau aktor kunci 

dalam perencanaan 

tata 

ruang kota yang 

terkait dengan 

penerapan 

prinsip governance. 

governance 

 Pembahasan 

terkait 

perencanaan 

kota  

 Variabel  

 Variabel tidak 

lengkap  

 Lokasi 

penelitian tidak 

di cantumkan 

 

 

6 Romi 

 

Implementasi Good 

Governance Dan 

Perizinan 

Dalam Pemanfaatan 

Ruang Di Indonesia 

Analisis 

deskriptif 
 Partisipasi 

 Responsibilitas 

 Transparansi 

 Akuntabilitas 

 Kepastian hokum 

implementasi 

perizinan 

pemanfaaatan ruang, 

hingga saat ini belum 

dapat 

dilaksanakan secara 

maksimal karena 

Perda RTRW sebagai 

instrumen utama 

acuan 

penerbitan perizinan 

pemanfaatan ruang di 

daerah belum 

diterbitkan oleh 

sebagian besar 

pemerintah provinsi 

maupun 

kabupaten/kota di 

Indonesia. 

 Tema good 

good 

governance 

 Variabel  

 Metode analisis 

 Pembahasan  se 

Indonesia 

 Pembahasan 

pemanfaatan 

ruang 

 

 

7 Bambang Utoyo 

S. 

 

Pengaruh Prinsip 

Governance Dalam 

Perencanan Tata 

Ruang 

Di Kota Metro 

 regresi linier 

berganda 
 Partisipasi 

 Responsibilitas 

 Transparansi 

disimpulan, bahwa 

terdapat hubungan 

dan 

pengaruh secara nyata 

dan signifikan antara 

 Pemahasan 

good 

governance  

 Variabel  

 Pembahasan  

lingkup provinsi  

 Teknik analisis  
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Provinsi Lampung  Akuntabilitas 

 Kepastian hokum 

prinsip 

governance yang 

meliputi 

akuntabilitas; 

transparansi; 

responsif dan 

partisipasi terhadap 

perencanaan tata 

ruang kota. 

  

8  Marintan 

Yosefin 

Napitupulu 

 

Penerapan Prinsip 

Good Governance 

Dan Pengaruhnya 

Terhadap 

Penyusunan 

Rencana Tata Ruang 
Wilayah (Rtrw) 

Dalam Perencanaan 

Tata  

Ruang Daerah 

Regresi linier 

berganda 
 Partisipasi 

 Responsibilitas 

 Transparansi 

 Akuntabilitas 

 Kepastian hokum 

Secara parsial, dari 

kelima prinsip good 

governance yang 

diteliti, prinsip 

transparansi 

(X1), partisipasi (X2) 

dan aturan hukum 

(X5) 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penyusunan 

RTRW kabupaten 

 Tema yang 

sama  

 Variabel 

 Pembahasan 

terkait spasial  

 

 Metode analisis  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali 

lebih dalam mengenai penerarapan prinsip good governance terhadap 

penyusunan produk perencanaan tata ruang Kabupaten Lombok Barat. Metode 

penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu 

fakta yang terjadi, sehingga harapan nantinya kesimpulan yang ditarik sesuai 

dengan kejadian yang sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ingin 

mempelajari fenomena apa yang ada di masyrakat terkait penerapan prinsip good 

governance apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori, 

tetapi di pandu juga oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan pada saat 

penelitian. Pada penelitian ini, fakta-fakta yang diperoleh peneliti adalah 

penerarapan prinsip good governance terhadap penyusunan produk perencanaan 

tata ruang Kabupaten Lombok Barat sehingga peneliti harus memiliki bekal teori 

dan wawasan yang baik agar tujuan penelitian bisa tercapai 

3.2 Tahapan Penelitian  

Tahapan alur dalam tahapan penelitian good govarnace ini dapat dilihat pada 

gambar skema 1 di bawah ini : 
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Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah sesuatu yang yang memiliki bentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, alasan hanya mengunaka 4 variabel good 

governance karena  dalam prinsip good governance ini termasuk juga dalam 

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jelas hal ini 

berbanding lurus dengan prinsip good governance dan penataan ruang yang ada 

Kesimpulan 

1.Penerpan Prinsip Good Governance terhadap perencanaan tata ruang 

2. Penyimpangan RTRW Kab. Lombok Barat sebessar 23% 

3 telah terjadi  revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat  

  

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah penerapan prinsip 
good governance terhadap 
Penyusunan RTRW Kabupaten 
Lombok Barat? 

 
 

TUJUAN PENELITIAN 

2. Untuk mengetahui  penerapan prinsip 
good governance terhadap 
Penyusunan RTRW Kabupaten 
Lombok Barat? 

 

Analisis Triangulasi 

PENGUMPULAN DATA SEKUNDER 

1. PERDA RTRW KAB. LOBAR 
2. PERMEN ATR/BPN No. 1thn 2018 
3. UU No 26 th 2007 
4. Berita acara Konsultasi Publik 
5. SK Bupati Lobar ttg tim penyusun 
6. Berita Acara  
7. Dokumen Peninjauan Kembali 
8. Dokumen KLHS  
9. Album Peta 

 

PENGUMPULAN DATA PRIMER 

1. WAWANCARA 
2. KUESIONER 
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kemudian ditarik kesimpulan bahwa hal ini harapannya dapat menciptakan 

produk tata ruang yan berkualitas. Dibawah ini merupakan variabel dan 

kebutuhan data dalam penelitian : 

 

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian Good Governance 

No Rumusan Masalah Komponen Variabel 

1 

Bagaimanakah penerapan prinsip good 
governance terhadap Penyusunan RTRW 

Kabupaten Lombok Barat?  PrinsipGood Governance 

Transparansi, 

Partisipasi, 

Akuntabilitas 

Aturan Hukum 

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN), UU No. 26 Tahun 2007 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

3.4.1 Metode  Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh langsung baik 

secara lisan dan tertulis dari berbagai pihak. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini lain antara ialah sebagai berikut: 

1. Data Sekunder 

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yaitu 

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan 

Menteri Agraria Tata Ruang No. 1/PRT/M/2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk danTata 

Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang) buku-buku, 

berbagai literatur, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Adapun dokumen pendukung 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Daftar Dokumen Pendukung Penelitian 

No Nama Dokumen Sumber 

1 Surat Permohonan PERSUB Bupati Dinas PUTR   Kabupaten Lombok 

Barat 
2 Berita Acara Penetapan KRP Revisi PERDA 

RTRW KAB LOBAR 

3 Berita Acara KRP TKPRD 

4 Matriks Evaluasi Revisi RTRWK 

5 Berita Acara Kesepakatan Pengajuan 

PERSUB PEMDA DPRD 

6 Naskah Akademik LOMBOK BARAT 

7 MATEK RTRW LOBAR Setelah Validasi 

KLHS 

8 Album Peta 

9 Surat Pernyataan Kualitas 

10 Berita Acara Konsultasi Publik 

11 Berita Acara Kesepakatan Perbatasan 

12 Berita Acara BIG PERSUB Peta Dasar 

13 Dokumen KLHS Tervalidasi 

14 Lampiran Peta Rtrwk Paraf 

15 SK BUPATI PENETAPAN PK 

16 Dokumen PK RTRW Kab. Lombok Barat 

17 SK Rekomendasi Hasil PK 

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat 2021 

3.5 Teknik Analisis 

3.5.1 Analisis Triangulasi  

 Triangulasi di definisikan sebagai pengunaan lebih dari dua metode 

dalam mempelajari fenomena yang sama dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, 

dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam 

mengumpulkan  data wajib menggunakan beragam data yang ada. 

 Analisis triangulasi ini adalah metode analisis yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang pertama dimana sumber data dari 



 

32 
 

triangulasi ini berasal dari data dokumen dari Dinas PUTR dan kebijakan 

yang ada di bandingkan dengan keadaan ril di lapangan. 

 Analisis triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda 

untuk menggali data yang sejenis yang di proleh langsung dari responden 

dan pengkajian anatar teori dan kebijakan yang ada. Triangulasi 

melibatkkan penggabungan strategi penelitian dengan mengabungkan 

data dari wawanca stakeholder dengan teori terkait. Temuan dari analisis 

ini memeberikan kontribusi yang lebih valid terhadap teori dan kejadian 

ril dilapangan seputar tujuan dan sasaran studi. Sebuah kombinasi dari 

hasil kejadian di lapangan dengan beberapa metode sehingga dapat 

meningkatkan konsistensi dan akurasi data sehingga memberikan 

gambaran lebih lengkap tentang fenomena yang ada.  

1. Data Reduction ( Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, data serta lebih  

memfokuskan pada hal-hal yang penting saja sesuai yang dicari pada 

tujuan penelitian. Dengan cara mencari data yang sebenarnya terjadi 

di lapangan atau lokasi studi setelah itu dibandingkan dengan teori 

yang ada serta kebijan atau peraturan yang terkait, demikian data yang 

telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjtunya, reduksi data ini nantinya akan dihasilkan dari pengisian 

kuesioner yang langsung diisi oleh responden melalui skala guttman 

tersebut.  

 

2. Data display (penyajian data) 

Dalam penelitian ini penyajian data bisa disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, Semuanya  dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah 

diraih. Dengan demikian peneliti dapat  melihat apa yang sedang 

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan  yang benar 

ataukah terus melangkah melakukan penkajian analisis yang mungkin 

berguna. Berikut tabel penyajian data yang dimaksud oleh peneliti 

dapat di lihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 3 Contoh Penyajian Data 

No Data ril Teori Kebijakan Analisis 

     

     

     

 

3.  Menarik Kesimpulan  

       Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan. 

Kesimpulan ini juga  diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas 

dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama melakukan analisis 

dengan membandinkan teori, kebijakan serta kejadian ril di lapangan. 

Kesimpulan akhir tidak  hanya terjadi pada waktu proses 

pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan nantinya.  
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3.7 Desain Survey 

Tabel 3. 4 Desain Survey Penelitian 

TUJUAN VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

DATA YANG 

DIBUTUHKAN 
SUMBER DATA 

METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

METODE 

ANALISIS 
OUTPUT 

Untuk 

mengidentifikasi 

penerapan prinsip 

good governance 

terhadap 

Penyusunan 

RTRW Kabupaten 

Lombok Barat 

Partisipasi 

Tahap Persiapan  Tingkat partisipasi 

terhadap penyusunan 

RTRW berdasarkan 

kuesioner dan Berita Acara 

kegiatan 

Pemerintah 

instansi terkait 

swastat dan 

masyarakat  

wawancara , kuisioner 

pengumpulan data 

sekunder 

Kualitatif 

Triangulasi 

karena 

mencari 

penerapan 

dari good 

governance 

lebih dalam 

berdasarakan 
kejadian ril di 

lapangan 

dengan 

menyingkron

kan dengan 

teori dan 

kebijakan 

yang ada 

 

Untuk 

mengidentifikasi 

sejauhmana 

partisipasi yang 

diberikan dari 

pemerintah, 

swasta dan 

masyarakat 

terhadap 
penyusunan 

RTRW 

Kabupaten 

Lombok Barat 

Tahap 

Pengumpulan 

data 

Tahap analisis   

Tahap 

Perumasan 

Konsepsi RTRW 

Tahap 

Pembahasan 

RAPERDA 

Tahap Pebetapan 

PERDA 

Tahap Sosialisasi 

RTRW 

Transparansi tersedianya 

informasi yang 

memadai 

Informasi media yang di 

gunakan  

Pemerintah 

instansi terkai 

swastat dan 

masyarakat 

wawancara , kuisioner  Untuk 

mengidentifikasi 

sejauh apa 

transparansi 
yang dilakukan 

oleh pemerintah 

Kab. Lombok 

pemberitaan 

mengenai 
informasi 

penataan ruang 
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TUJUAN VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 

DATA YANG 

DIBUTUHKAN 
SUMBER DATA 

METODE 

PENGUMPULAN 

DATA 

METODE 

ANALISIS 
OUTPUT 

penjaringan 

aspirasi 

masyarakat dan 

konsultasi public 

Berita acara penjaringan 

Aspirasi 

Data Sekunder data 

jumlah KP dan 

penjaringan aspirasi 

(PUTR Kab. Lombok 

Barat) 

Barat dan 

melalui 

pemerintah 

dalam 

menjalankan 

transparansi 

tersebut begitu 

pulak dengan 
masyarakat dan 

pihak swasta 

Rule of Law 

(Aturan Hukum) 

Kualitas RTRW  Data Dokumen PK Dinas PUTR Kab. 

Lombok Barat 

Telaah dokumen   Mendapatkan 

mengapa harus 

ada revisi dan 

sejauh mana 

aturan hokum 

berpengaruh 

dalam revisi 

RTRW 

 

Keseuaian 

dengan UU 

Akuntabilitas 
Pada tahap 

pembuatan 

sebuah keutusan 

Informasi tentang sehjauh 

mana pertanggung 

jawaban sejauh kesesuaian 

proses pembuatan 

  

Dinas PUTR 

Kabupaten 

Lombok Barat 

Data sekunder dengan 

mentelaah Dokumen 

RTRW yang ada 

dengan di bandingkan 
tingkat kesesuaiannya 

dengan podoman 

pertauran UU  

 Untuk 

mengidentifikasi 

akuntabilatas 

dalam proses 
penyusunan 

RTRW Kab. 

Lombok Barat 

Tahap sosialisasi 

kebijakan 

Informasi sejauh mana 
tingkat sosialisasi dan 

transparansi  

 

Sumber: (Napitupulu, 2016)., (Rizky Ridwan, 2019)
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